
 

 
 
 
 
 
 

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI 
 

NOMOR 4 TAHUN 2012 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI  

NOMOR 8  TAHUN 2002 TENTANG LEMBAGA PERKREDITAN DESA 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

 
GUBERNUR BALI, 

 

 
 

Menimbang : a. bahwa Lembaga Perkreditan Desa telah berkembang 

dengan pesat, sehingga diperlukan pengaturan yang lebih 
menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi 

keberadaan  Lembaga Perkreditan Desa sebagai suatu 
lembaga yang menjalankan fungsi keuangan milik Desa 
Pakraman; 

 
b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah 

Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga 
Perkreditan Desa sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali 
Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa 
sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan 

hukum saat ini, sehingga perlu diadakan perubahan; 
 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk 
Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8          
Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa 

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia     

Nomor 1649); 
 

 
 
 

 
 



2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

 
4. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 

tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Propinsi Bali 

Nomor 29 Seri B Nomor 29) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3     

Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran 
Daerah Propinsi Bali Tahun 2002 Nomor 8 Seri D    

Nomor 4); 
 

5. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 

tentang Lembaga Perkreditan Desa (Lembaran Daerah 
Propinsi Bali Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan 

Lembaran Daerah Propinsi Bali Nomor 3) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali  
Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang 
Lembaga Perkreditan Desa (Lembaran Daerah Provinsi 

Bali Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Bali Nomor 2);  

 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI 

 
dan 

 
GUBERNUR BALI 

 

MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan:  PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA 

ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 8 
TAHUN 2002 TENTANG LEMBAGA PERKREDITAN DESA. 

 
 
 

 
 

 
 
 



Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 8 Tahun 

2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa (Lembaran Daerah Propinsi Bali 
Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Bali Nomor 3) 
sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 

Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 
Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa  (Lembaran Daerah Provinsi 

Bali Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2) 
diubah sebagai berikut:  
 

 
1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai 

berikut: 

 
Pasal 1 

  
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali. 

2. Gubernur adalah Gubernur Bali. 
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali. 
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-

Bali. 

5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Bali. 
6. Desa Pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi 

Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan 

hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan 
Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa yang mempunyai wilayah 

tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah 
tangganya sendiri. 

7. Majelis Utama Desa Pakraman yang selanjutnya disebut MUDP adalah 

Majelis Desa Pakraman yang dibentuk dan dipilih oleh utusan Desa 
Pakraman se-Bali melalui Paruman Agung dan berkedudukan di Ibu Kota 

Provinsi. 
8. Majelis Madya Desa Pakraman yang selanjutnya disebut MMDP adalah 

Majelis Desa Pakraman yang dibentuk dan dipilih oleh utusan Desa 

Pakraman di masing-masing Kabupaten/Kota melalui Paruman Madya 
dan berkedudukan di Kabupaten/Kota. 

9. Krama Desa Pakraman adalah mereka yang menempati karang Desa 
Pakraman/karang Banjar Pakraman dan atau bertempat tinggal di 

wilayah Desa/Banjar Pakraman atau ditempat lain yang menjadi warga 
Desa/banjar pakraman. 

10. Prajuru Desa adalah Pengurus Desa. 
11. Lembaga Perkreditan Desa yang selanjutnya disebut LPD adalah 

lembaga keuangan milik Desa Pakraman yang bertempat di wilayah Desa 
Pakraman. 

12. Pengurus adalah pelaksana operasional LPD. 

13. Pengawas internal adalah badan pengawas yang dibentuk oleh desa 
Pakraman bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan LPD. 

14. Rencana Kerja, selanjutnya disebut RK adalah rencana kerja LPD. 

15. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja, selanjutnya disebut RAPB 
adalah rencana anggaran pendapatan dan belanja LPD. 

16. Bank Pembangunan Daerah Bali selanjutnya disebut BPD adalah PT. 
Bank Pembangunan Daerah  Bali. 

 



17. Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa, selanjutnya disebut 

LPLPD adalah suatu lembaga yang berfungsi melaksanakan 
pemberdayaan LPD. 

18. Badan Kerjasama LPD selanjutnya disebut BKS-LPD adalah wadah 
kerjasama antar LPD dalam rangka meningkatkan kinerja LPD. 

19. Prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD adalah prinsip-prinsip yang 

diperlukan untuk menjamin pengelolaan LPD yang sehat. 
20. Skim adalah  persyaratan atau ketentuan  pengelolaan dana yang 

diperlukan untuk mengadakan perlindungan LPD, penjaminan 
simpanan nasabah LPD dan penjaminan kredit LPD. 
 

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai 
berikut: 

 

Pasal 6 
 

Ijin pendirian LPD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah 
mendapat rekomendasi Bupati/Walikota dan MUDP. 

 

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai 
berikut: 

 
Pasal 9 

 

(1) LPD dapat didirikan dengan modal awal sekurang-kurangnya                     
Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). 

 

(2) Modal LPD terdiri dari: 
a. setoran Desa Pakraman; 

b. bantuan pemerintah atau sumber lain yang tidak mengikat; dan 
c. laba yang ditahan. 

 

 
4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 13 

 
(1) LPD dapat membentuk BKS-LPD Kabupaten/Kota dan BKS-LPD 

Kabupaten/Kota dapat membentuk BKS-LPD Provinsi. 

 
(2) Ketentuan mengenai BKS-LPD Kabupaten/Kota dan BKS-LPD Provinsi  

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur 
dengan pertimbangan MUDP. 

 

 
5. Ketentuan Pasal 14 diubah  sehingga  keseluruhan  Pasal  14  berbunyi  

sebagai berikut: 

 
Pasal 14 

 
(1) Gubernur bersama MUDP membentuk LPLPD di Tingkat Provinsi dan 

LPLPD di Tingkat Kabupaten/Kota. 

 
(2) Ketentuan mengenai LPLPD Provinsi dan LPLPD  Kabupaten/Kota 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur 
dengan pertimbangan MUDP. 

 



6. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi 

sebagai berikut: 
 

Pasal 15 
 
(1) Setiap tahun pengurus membuat RK dan RAPB  untuk tahun 

berikutnya. 
 

(2) RK dan RAPB  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 
paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir kepada 
Prajuru Desa untuk mendapat persetujuan dan disampaikan kepada 

pengawas internal untuk mendapat pengesahan. 
 
(3) Apabila sampai akhir tahun buku bersangkutan RK dan RAPB belum 

mendapat persetujuan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), diberlakukan RK dan RAPB tahun lalu. 

 
(4) Setiap perubahan RK dan RAPB dalam tahun buku sedang berjalan  

harus mendapat persetujuan Prajuru Desa dan disampaikan kepada 

pengawas internal untuk mendapat pengesahan paling lama 1 (satu) 
bulan sejak usulan perubahan diajukan. 

 
(5) Apabila perubahan RK dan RAPB tidak mendapat persetujuan dan 

pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberlakukan RK 

dan RAPB tahun berjalan. 
 
(6) RK dan RAPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 

kepada Gubernur untuk keperluan pembinaan dan kepada MUDP, 
MMDP, LPLPD Provinsi dan LPLPD Kabupaten/Kota  untuk keperluan 

pengawasan. 
 
 

7. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai 
berikut: 

 
Pasal 16 

 

(1) Tahun Buku LPD adalah tahun Takwim/Kalender. 
 
(2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Tahun Buku berakhir, 

Pengurus LPD harus menyampaikan Laporan Tahunan disertai 
Laporan Keuangan kepada Prajuru Desa. 

 
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan 

kepada Krama Desa paling lambat 2 (dua) minggu sebelum rapat Desa. 

 
8. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 17 

 
Pengurus menyampaikan laporan tentang kegiatan, perkembangan 

keuangan dan kinerja LPD  kepada Bendesa dan LPLPD secara teratur 
setiap bulan, 3 (tiga) bulan dan tahunan.  

 

 
 



9. Ketentuan  Pasal  18  diubah  sehingga  keseluruhan  Pasal  18 berbunyi 

sebagai berikut: 
 

Pasal 18 
 

(1) Gubernur bersama MUDP melakukan pembinaan. 

 
(2) Gubernur menugaskan pembinaan umum kepada Badan Pembina 

Umum Provinsi dan Badan Pembina Umum Kabupaten/Kota. 
 
(3) Gubernur dengan pertimbangan MUDP menugaskan LPLPD  

melaksanakan pendampingan teknis dalam pemberdayaan LPD.   
 

(4) Atas permintaan Krama Desa melalui paruman, sekali dalam 1 tahun 

harus dilakukan audit. 
 

 
10. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga  keseluruhan Pasal 20 berbunyi 

sebagai berikut: 

 
Pasal 20 

 
(1) Biaya pembinaan umum yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan 

Pemerintah Kabupaten/Kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah masing-masing. 
 

(2) Biaya pemberdayaan yang dilaksanakan oleh LPLPD Provinsi dan 
LPLPD Kabupaten/Kota, bersumber dari dana pemberdayaan LPD dan 
sumber-sumber  lainnya yang sah. 

 
 
11. Bab X  dan ketentuan Pasal 21 diubah sehingga keseluruhan Bab X dan 

Pasal 21 berbunyi sebagai berikut: 
 

Bab X 
 

Dana Perlindungan dan Penjaminan 

 
Pasal 21 

 
(1) Untuk mengadakan perlindungan terhadap LPD, ditetapkan Skim 

Dana Perlindungan LPD. 

 
(2) Untuk kepentingan penyimpan, ditetapkan Skim Dana Penjaminan 

Simpanan Nasabah LPD. 

 
(3) Untuk pengamanan perkreditan, LPD dapat mengikuti penjaminan 

kredit yang diselenggarakan oleh suatu lembaga penjaminan kredit 
daerah. 

 

(4) Ketentuan mengenai perlindungan, penjaminan simpanan dan  
penjaminan kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan 

ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur dengan 
pertimbangan MUDP.  

 

 
 



12. Ketentuan  Pasal  22  diubah  sehingga  keseluruhan  Pasal  22 berbunyi 

sebagai berikut: 
 

Pasal 22 
 

(1) Pembagian keuntungan bersih LPD pada akhir tahun pembukuan 
ditetapkan sebagai berikut: 

a. Cadangan Modal 60% (enam puluh persen); 
b. Dana Pembangunan Desa 20% (dua puluh persen); 
c. Jasa Produksi 10% (sepuluh persen); 

d. Dana Pemberdayaan 5% (lima persen); dan 
e. Dana Sosial 5% (lima persen). 

 

(2) Penyetoran dan penggunaan keuntungan Dana Pemberdayaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan 
Peraturan Gubernur dengan  pertimbangan MUDP.  

 

13. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga keseluruhan Pasal 26  berbunyi 

sebagai berikut: 
 

Pasal 26 
 

(1) Pengurus dan karyawan yang melakukan tindakan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 24 diancam dengan pidana kurungan paling 
lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah). 
 

(2) Setiap orang yang menggunakan nama LPD bertentangan dengan 
Pasal 2 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan 
atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah). 
 

Pasal II 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali. 

 
 

Ditetapkan di Denpasar 

pada tanggal 14 Juni 2012 
 
GUBERNUR BALI, 

 
 

 
MADE MANGKU PASTIKA 
 

Diundangkan di Denpasar 
pada tanggal 14 Juni 2012 
 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, 
 

 
 
I MADE JENDRA 

 
LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2012 NOMOR 4 
 



 

PENJELASAN 
 

ATAS 
 

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI 

 
NOMOR 4 TAHUN 2012 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI  
NOMOR 8  TAHUN 2002 TENTANG LEMBAGA PERKREDITAN DESA 

 

 
I . UMUM 

 
Pasal 18B UUD 1945 menentukan bahwa negara mengakui dan menghormati 
kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang 

masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang. 

 
Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan 

nama lain, adalah kesatuan  masyarakat hukum yang memiliki batas-batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang 

diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.    

 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah 
meletakkan dasar hukum yang kuat bagi eksistensi dan pengaturan desa adat. 

Namun, Undang-Undang ini tidak menindaklanjuti ketentuan dasar itu 
dengan ketentuan teknis. Ketentuan teknis yang terdapat dalam Bab XI 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang berjudul DESA, bahkan hanya 
mengatur Desa dalam pengertian Desa Dinas di Bali.   
 

Untuk mencegah kekosongan hukum sebagai akibat belum diterbitkannya 

Ketentuan ketentuan teknis tentang Desa Pakraman, Pemerintah Provinsi Bali 

berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas telah menerbitkan 

Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 

Tahun 2003 tentang Desa Pakraman.  

Dalam rangka mengukuhkan, menjamin dan melindungi hak-hak karakteristik 

dari Desa Pakraman, termasuk antara lain dalam kaitan dengan hak otonom 

Desa Pakraman untuk mengelola potensi keuangannya, Pemerintah Provinsi 

Bali telah pula menerbitkan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 8 Tahun 
2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007  tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga 
Perkreditan Desa yang pada prinsipnya dimaksudkan untuk mengisi 

kekosongan hukum berkenaan dengan fungsi-fungsi pengelolaan keuangan 
Desa. 
 

 
 

 
 



LPD merupakan salah satu unsur kelembagaan Desa Pakraman yang 

menjalankan fungsi keuangan Desa Pakraman untuk mengelola potensi 

keuangan Desa Pakraman. Lembaga ini sangat berpotensi dan telah terbukti 

dalam memajukan kesejahteraan masyarakat desa dan memenuhi 

kepentingan Desa itu sendiri.  
Lembaga Perkreditan Desa telah berkembang dengan pesat dan telah memberi 
manfaat yang sangat luas bagi LPD dan anggota-anggotanya, dan seiring 

dengan itu telah timbul berbagai kebutuhan baru berkenaan dengan eksistensi 
kelembagaan, unsur-unsur manajemen, kegiatan dan operasionalnya, 

sehingga diperlukan pengaturan yang lebih akurat untuk menjamin kepastian 
dan perlindungan hukum bagi keberadaan dan kegiatan LPD dan keberadaan 

Krama Desa yang menjadi anggotanya. Kekurang hati-hatian dalam mengelola 

LPD dapat berakibat buruk terhadap kepercayaan masyarakat terhadap LPD. 
Karena itu perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap kebutuhan 
kebutuhan baru yang berkembang dari praktek kegiatan LPD.  

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 
2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 8 Tahun 

2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa sudah tidak mampu lagi memenuhi 
kebutuhan hukum yang berkembang atau tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diadakan perubahan 

dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga 
Perkreditan Desa. 

 
 

II. PASAL DEMI PASAL 
 
Pasal I   

Cukup  Jelas  
Pasal 1   

Angka 1 
Cukup jelas 

Angka 2 

Cukup jelas 
Angka 3 

Cukup jelas 

Angka 4 
Cukup jelas 

Angka 5 
Cukup jelas 

Angka 6 

Cukup jelas 
Angka 7 

Cukup jelas 
Angka 8 

Cukup jelas 

Angka 9 
Cukup jelas 

Angka 10 

Cukup jelas 
Angka 11 

Cukup jelas 
Angka 12 

Cukup jelas 

Angka 13 
Cukup jelas 

 
 



Angka 14 

Cukup jelas 
Angka 15 

Cukup jelas 
Angka 16 

Cukup jelas 

             Angka 17    
Cukup jelas 

Angka 18    
Cukup jelas 

Angka 19  

Cukup jelas  
Prinsip kehati-hatian LPD adalah prinsip-prinsip 
yang sangat diperlukan dalam pengelolaan LPD yang 

sehat,menyangkut ketentuan-ketentuan yang 
mengatur antara lain: 

-  Kecukupan modal; 
-  Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK); 
-  Sistem klasifikasi pinjaman; 

 -  Penyediaan cadangan pinjaman ragu-ragu (CPRR) 
yang cukup; 

-  Manajemen likuiditas; 
-  Penilaian kesehatan LPD; 
-  Penilaian peringkat risiko LPD; 

-  Rencana Kerja dan Rencana Anggaran 
Pendapatan Belanja (RK-RAPB) LPD; dan 

-  Pelaporan.   

Angka 20 
Cukup jelas  

Pasal 6 
Cukup jelas  

Pasal 9    

Ayat (1)     
modal awal  yang dimaksud adalah dana untuk modal awal  

yang disetor secara tunai pada saat pembentukan LPD. Pada 
sistem akuntansi LPD dimaksukkan pada pos/rekening Modal 
Disetor.   

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Pasal 13  

Ayat (1) 
            Cukup jelas 

Ayat (2) 
pertimbangan MUDP yang dimaksud adalah dalam setiap 
pembuatan Peraturan Gubernur terkait dengan LPD,  MUDP 

dilibatkan mulai sejak penyusunan draft sampai selesainya 
Peraturan Gubernur tersebut. 

Pasal 14  

Ayat (1) 
LPLPD  berfungsi  untuk melaksanakan pembinaan teknis,   

pelatihan,  penjaminan dan perlindungan LPD serta 
pengaduan dan penanganan masalah LPD. 
Untuk itu dengan adanya pembentukan lembaga 

pemberdayaan yang disebut LPLPD, maka pegawai  
PLPDP/PLPDK menjadi pegawai  LPLPD dengan bidang tugas 

sesuai dengan kompetensinya  dan seluruh Kekayaan 
PLPDP/PLPDK menjadi milik LPLPD.  
 



Ayat (2) 

pertimbangan MUDP yang dimaksud adalah dalam setiap 
pembuatan Peraturan Gubernur terkait dengan LPD,  MUDP 

dilibatkan mulai sejak penyusunan draft sampai selesainya 
Peraturan Gubernur tersebut. 

Pasal 15   

Cukup jelas. 
Pasal 16  

Cukup jelas. 
Pasal 17  

Laporan LPD disampaikan secara tertulis.  Laporan kepada Bendesa 

disampaikan melalui Pengawas Internal LPD.  Laporan kepada LPLPD 
digunakan sebagai bahan untuk mengefektifkan pelaksanaan 
pemberdayaan LPD dan bahan laporan kepada Gubernur.    

Pasal 18   
Ayat (1)  

Cukup jelas 
Ayat (2)  

Cukup jelas 

Ayat (3)   
Cukup jelas 

Ayat (4)  
audit bisa dilakukan oleh pihak internal oleh Bendesa dan 
bisa dilakukan oleh pihak ketiga dengan memanfaatkan jasa 

Akuntan Publik dengan biaya ditanggung oleh LPD yang 
besangkutan.    

 Pasal 20   

Cukup jelas. 
Pasal 21   

Ayat (1) 

Skim Dana Perlindungan terhadap LPD ádalah  dana yang 

secara khusus dibentuk untuk dapat dipinjam LPD sebagai 
upaya menyehatkan LPD agar dapat bertahan hidup dan 

terus berkembang. 
              Ayat (2)  

Skim Dana Penjaminan Simpanan nasabah LPD adalah dana 
yang dibentuk secara bersama-sama oleh LPD yang dapat 
dipergunakan untuk menjamin simpanan nasabah LPD 

peserta penjaminan. 
              Ayat (3)  

Penjaminan kredit LPD adalah penjaminan yang disediakan 

oleh lembaga penjaminan kredit daerah atas kredit yang 
diterima LPD dari bank ataupun lembaga keuangan lainnya. 

              Ayat (4)   
pertimbangan MUDP yang dimaksud adalah dalam setiap 
pembuatan Peraturan Gubernur terkait dengan LPD,  MUDP 

dilibatkan mulai sejak penyusunan draft sampai selesainya 
Peraturan Gubernur tersebut. 

Pasal 22  
Ayat (1) 
            Cukup jelas   

 
 
 

 
 

Ayat (2) 



pertimbangan MUDP yang dimaksud adalah dalam setiap 

pembuatan Peraturan Gubernur terkait dengan LPD,  MUDP 
dilibatkan mulai sejak penyusunan draft sampai selesainya 

Peraturan Gubernur tersebut. 
Pasal 26 

Cukup jelas 

Pasal II 
Cukup jelas. 
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